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BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi,
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara-bila ada, tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

» Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

» Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus

Akuntansi Pemerintahan.

Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.

Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus

kendali mutu jawaban.

Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.

Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

VVV VYV

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata
bagi semua pemangku kepentingan.

Memberi panduan semacam yurisprudensi.

Mendorong publik cg. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.

Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.
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Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi &
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi
pemerintahan.

Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.

Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku
kepentingan.

Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara- tidak disajikan dalam
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian
produk resmi KSAP.

Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.

Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi,
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.

Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.

Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

¢ Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep
sementara surat jawaban.

¢ Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP
Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP
harus berdasar Lampiran 2 tersebut.

2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok
Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), homor
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1)
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP,
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga
menimbulkan masalah baru di masa depan.

3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus
dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan
umum.

4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi
pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar
domain KSAP.

5. KSAP bersikap independent cqg. tidak memihak dan membuat jawaban dengan
integritas paripurna.

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis,
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan,
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya
memahami bahwa :

Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat,
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.

Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.

Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, April 2022
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Nomor
Sifat
Hal

. S-09/K.1/KSAP/1/2022 26 Januari 2022

. Segera
. Penjelasan par 8 dan 9 PSAP 10 (Revisi 2020)

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo | lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-2/PB/2022 tanggal 09 Januari 2022, hal
permintaan penjelasan mengenai paragraf 8 dan paragraf 9 PSAP 10 (Revisi 2020), dapat
kami sampaikan:

1. Terkait dengan penggunaan paragraf 08 dan paragraf 09, PSAP 10 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang dihentikan:

a.

Paragraf 8 menyatakan bahwa “Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik
mengatur transaksi, peristiwva atau Kkondisi tertentu, entitas menggunakan
pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi,
dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

i. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan
kondisi, situasi atau transaksi terkait;

ii. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-
LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan
ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual®.

Paragraf 9 menyatakan bahwa “Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan
dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini
yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan
berterima umum baik di sektor pemerintan maupun sektor swasta, tetapi hanya
sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan
dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan
yang diterbitkan oleh /International Public Sector Accounting Standards Board
(IPSASB) “.

Berdasakan poin 1.a dan 1.b di atas, pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi
tetap menggunakan hirarki sebagaimana paragraf 8. Paragraf 9 bukan merupakan
sumber hirarki dalam pembuatan kebijakan akuntansi jika belum ada PSAP yang
mengaturnya. Standar terkini atau praktik akuntansi yang sehat sebagaimana dimaksud
dalam paragraf 9 hanya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat pemerintah
menggunakan sumber hirarki yang terdapat dalam paragraf 8 dimaksud.

2. Terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban pensiun dalam Catatan atas Laporan
Keuangan:
Paragraf 53 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan



oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan”. Berdasarkan hal tersebut, kami
berpendapat bahwa pengungkapan nilai kewajiban pensiun pada Catatan atas Laporan
Keuangan merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam rangka pengungkapan lengkap
(full disclosure) informasi keuangan karena belum tersedianya PSAP yang mengatur
transaksi imbalan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.
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Nomar . S-2/PB/2022 08 Januar 2022
Sifat . Sangat Segera
Hal . Pemintaan Penjelasan Mengena Paragraf B dan Paragraf @ PSAR 10

(Revisi 2020)

Yih. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jalan Budi Utomo Nomor 8
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
LKPP Tahun 2020 mengenai kewajiban jangka panjang terkait program pensiun pemerintah
(selanjutnya disebut *kewajiban pensiun®), dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam LHP LKPP Tahun 2020 dimaksud, terdapat rekomendasi BPK kepada Pemerintah
untuk mempersiapkan penerapan PSAP 10 (Revisi 2020) termasuk upaya penyelesaian
penyedizan standar akuntansi mengenai kewajiban pensiun.

2 Rekomendasi tersebut didasarkan pada Paragraf 8 dan Paragraf 8 PSAP 10 (Revisi 2020)
yang menetapkan bahwa apabila fidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur ransaksi
tertenty, dalam mengembangkan atau menerapkan kebijakan akumtansi, maka enttas
mengacu pada PSAP lain yang mengatur hal serupa, kerangka konseptual atau dapat
mempertimbangkan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar lain (misalmya
IPSAS).

3. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun, Pemerintah mengacu
pada sumber-sumber secara hirarki sebagaimana yang diatur dalam PSAP 10 (Revisi 2020).
Kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun yang diterapkan Pemerintah saat ini, dapat
kami jelaskan sebagai berikut.

3. Pemerintah menyusun kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan IPSAS 38, yaitu
estimasi nilai kewajiban pensiun, diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CalK) dan tidak disajikan dalam Neraca. Untuk itu, setiap tahun
Pamerintah menugaskan aktuaris menghitung estimasi nilai kewajiban pensiun tersebut.

b. Kebijakan pengungkapan kewsjiban dari program pensiun pemefintah ini, karena
beberapa pertimbangan:

1} Pemerintah dalam masa fransisi, belum ada dana pensiun, dan manfaat pensiun
diakui sebagai beban APBN saat pegawal memenuhi krtera menerma manfaat
pensiun.

2) Belum ada pemisahan beban atau kewajiban pensiun dari pekerja lingkup
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan,
karena pemerintah pusat bukanlah pemberi kerja bagi pegawai pemenintah daerah.

3) Belum ada PSAP yang secara spesifik mengatur pencatatan dan pelaporan fransaksi
yang timbul dar beban atau kewajiban aktuaria dari program pensiun;

4) Dalam menyusun kebijakan akuntansi, Pemerintsh tidak mengadopsi IFSAS 39
(secara penuh). Walaupun IPSAS 38 mengatur bahwa kewajiban pensiun program
imbalan pasti yang tidak cukup didanai disajikan di Neraca, namun karena rujukan
pada IPSAS ini bersifat pilihan, maka Pemerintah mempertimbangkan dan memilih
kebijakan akuntansi yang sedikit berbeda dari ketentuan dalam IPSAS tersebut.



5) Penyajian kewajiban pensiun dalam Neraca Pemerintah dapat menimbulkan
kontroversi, khususnya terkait porsi utang atau kewajiban terhadap PDB atau aset.

4, Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami mohon penjelasan KSAP, apakah
pemilihan kebijakan akuntansi terkait kewajiban pensiun dengan mempertimbangkan IPSAS
39 dan mengungkapkan nilainya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (namun tidak dalam
Neraca), telah sesuai dengan maksud pengaturan dalam PSAP 10 (Revisi 2020).

5. Kami berharap jawaban atau penjelasan dari KSAP dapat kami tenma pada kesempatan
pertama, mengingat penjelasan ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dalam
menentukan mekanisme pelaparan pregram pensiun dalam pelaporan keuangan tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Hadiyanto
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Nomor :S- 05 /K.1/KSAP/XI/2021 10 Januari 2022
Lampiran i
Hal . Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran Pembiayaan dan Penyajian

Yth.

Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Penjanggik Nomor 12 Mataram

Sehubungan dengan surat Saudara hal Perlakuan Akuntansi atas Pengeluaran

Pembiayaan dan Penyajian Pergeseran Kas dari Rekening BLUD ke RKUD, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pendapatan LRA dan pengeluaran pembiayaan, ketentuan dalam PSAP dan
IPSAP yaitu:

a.

b.

Paragraf 21 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Pendapatan-LRA diakui pada saat
diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah”,

Paragraf 24 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”;

IPSAP 02 menyatakan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai
pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat
penampungannya;

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa Pengeluaran pembiayaan adalah semua
pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Paragraf 57 PSAP Nomor 02 menyatakan bahwa “Pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”; dan

IPSAP 04 menyatakan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh
BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai
salah satu sumber pengeluaran.

2. Berdasarkan hal-hal di atas pada butir 1, kami berpendapat bahwa Bendahara Umum Daerah
tetap mengakui Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum) sebesar nilai sebelum dikurangi
pokok pinjaman dan bunga pinjaman daerah, dan pada saat bersamaan BUD mengakui
pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman, dan belanja bunga pinjaman
daerah tersebut. Mekanisme perbendaharaan untuk pengesahan pengeluaran pembiayaan
pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Terkait dengan penyetoran kas dari BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah, ketentuan dalam
PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu:



a. Paragraf 27 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU
tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU penambah SiLPA pada
pemerintah pusat/daerah”;

b. Paragraf 28 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU
tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU
dan penambah SAL pada pemerintah pusat/daerah”; dan

c. Paragraf 65 menyatakan bahwa “Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU
pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas
pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah”

4. Berdasarkan hal-hal pada butir 3 di atas, kami berpendapat bahwa terkait dengan penyetoran
kas dari BLUD ke RKUD, apabila penyetoran kas BLUD tersebut berasal dari pendapatan LRA
BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD. Penyetoran kas BLUD
yang berasal dari saldo SAL (pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya) dibukukan sebagai
pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD. Penyetoran kas tersebut dibukukan sebagai
pengurang ekuitas pada BLUD dan sebagai penambah ekuitas pada Bendahara Umum Daerah
sehingga perlu dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) BLUD maupun LPE BUD.
Transaksi penyetoran kas BLUD ke RKUD bukan merupakan transaksi anggaran yang
dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran, namun merupakan transaksi perpindahan kas
dari BLUD ke RKUD sehingga tetap terlihat pada Laporan Arus Kas BLU sebagai arus kas keluar
dan pada Laporan Arus Kas BUD sebagai arus kas masuk, serta dilaporkan pada Laporan
Perubahan SAL di BLUD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

e

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

JIn. Penjanggik No. 12 Mataram Telp: ( 0370 ) 627689, 625345 Fax: 627677
website: www.bpkad.ntbprov.go.id, email: bpkad@ntbprov.go.id

Mataram, 5 November 2021

Nomor : 900 /\h93 /RpD/2021 Kepada
Sifat : Penting. Yth. Ketua Komite Standar
Lampiran - Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Perihal . Perlakuan Akuntansi atas
Pengeluaran Pembiayaan di-
Dan Penyajian Pergeseran Kas Jakarta.

dari rek. BLUD ke RKUD

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, melalui surat ini kami mohon

petunjuk dan saran KSAP terkait beberapa permasalahan berikut :

1. Pemerintah Provinsi NTB Telah melakukan perjanjian dengan PT. SMI
terkait pinjaman jangka panjang, dimana angsuran terhadap pinjaman
tersebut akan dilakukan dengan mekanisme pemotongan langsung terhadap
DAU Pemerintah Provinsi NTB dan yang akan di transfer ke rek. RKUD
adalah sebesar nilai netto setelah dipotong angsuran Pokok dan Bunga.
Mohon saran dan petunjuk bagaimana perlakuan akuntansi teradap
pengeluaran pembiayaan pada LRA mengingat pengakuan penerimaan

pembiayaan pada LRA berdasarkan basis kas.

2. Sehubungan dengan SAP Pernyataan No. 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan BLU, paragraf 27 dan 28 mohon untuk dapat diberikan gambaran
yang lebih jelas terkait bagaimana bentuk penyajian atas pergeseran kas
sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut dalam LRA dan LAK
baik pada BLUD maupun LKPD. Mengingat Pemerintah Daerah Provinsi
NTB pada Tahun 2021 telah melakukan pergeseran kas dari RK. BLUD ke
RKUD.

Demikian saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi wabarakaatuh.

N PENGELOLAAN
N ASET DAERAH,

\f@Wa 199103 1 007



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@gmail.com

Nomor . S-10/K.1/KSAP/1/2022 26 Januari 2022
Sifat . Segera
Hal : Penjelasan Terkait Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu
Kab. Jeneponto
Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-1/TL/ITKAB/1/2022 tanggal 13 Januari 2022,
hal Penghapusan Utang, dapat kami sampaikan bahwa Saudara dapat mempedomani surat
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Kepada Bupati Nias Nomor: S-
50/K.1/KSAP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Pengakuan Kewajiban serta surat KSAP
kepada Bupati Jeneponto Nomor: S-46/K.1/KSAP/V//2021 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal
Penghapusan Utang sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



Lampiran |

Surat Ketua Komja KSAP
Nomor: S- /K.1/KSAP/1/2022
Tanggal Januari 2022

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

G DLINCS PHELAL) PSR R 1 L st
JL BUTHUTUMO BD. B AESHTA 10710
wobals www kxap oryemial soureleid baapllrad codi

BRI 1R EAFNIIA020 N e 0G0

Pamar
Sital . spgera
Hal Pangakuan Keswajhan

Vi Bupab Mas Baral
i | abomi

Sehubungan dengan sural Saudara Nomor SEVITI4EPKPAL tanggal 14 Febeuarn
2020 panhal Perghapusan Utarg, bersama ini cepel kami senpakan Fed sabagad berkul

1. Pernyataan Standar Akuetansi Pemanntaban (PEAP] 09 dantang Akunlars) Koewapban

a.  Paragrof 18 manyatokan batea Wewajban dakei jha Desar kemungkinan batrea
pangeian suribarn daya akanami akan dilaodan unluk menyelesakan kewapban
vary) @da sampal sasl poelaporan dan perubaban alss  aesajlen larsebao
mempunyal relel panyeesaian yang dapal dicker dengan anda”

b Paragra® 23 menyalakan bahwa “Sugly Iransaksi dengan perlukoran S kelks
masing-masng phak dolam transsksi emeben mergobackan dan reneima sualu
niwi wabags gantinga Terdapal dua ans fimbal baik atas sumber daya akau jang
univk menpediaian sumber daya Dalam rarsaks mealui periukann, kewaiban
diabui kelika sstu pihak merscina barang atau jasa sebaga ganti jand unnk
mambarikan uang atau sumbar daya lan d maka depan.

2 Budelin Tekmiz Momer 18 lenlang Akunbanzi Ulsng Berbesis Akrosl Soobab 2.1 1 Wlang
kepacda Fihak Ketga pada pain A Wedang pengakuan, menyatasan babwa “Uhang
kepada phax kebiga diaku pada saxt terdapat klam yang sah dan pias keligs, yang
Brasanys drsatakan dalam venluk surst penagiban [mvecs) kepaca pamerrtan ool
prnifimasn barangjaka yang belum cdiscdesaikan pembayarannya cleh pemanntah.
Hang kepada pihok ketga paga diskul apabita poda akbir Satun masih ledapal dana
yang barasal dan SPM-LE kepeda Bendahara Pengeliaan yang belum dserabkan
kepada pinak vang kerhak”.

Berdasarkan hal i atss, utang Pemerrish Kabupsten Moas Barsl kepacs plhoek keliga
tgak memenihl kilena Kewsjiban, maka hdak dapat diekul sebagal ulangfewagban
pemanniab, sebingga ulong yang telak coke cape? dnsnlicen pangakuannys.

Dmbdan Kaire aampaikan, alas pematsnaya ducapkan lenma kasin.

“abun Kamiva Kara,

Sumiyab
Tembusan:
1. Orekiur Jenceral Ferbencaoharaan, Kemenlersn Kevsogan selaky Setus Komile
Howmudiatil, can

2 Deektur Jendera! Hina Keuargan Ooorab, Kemenieran Dot Megen selaky Wakld
Kb Kamile Korsullalil,



Lampiran Il

Surat Ketua Komja KSAP
Nomor: S- /K. 1/KSAP/I/2022
Tanggal Januari 2022

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DECe G PRLED CRASTOSLUARDIO 8] Laean ]
A B LTOee S ne) G MARARTA 16774
WEEEE e AS0E QOB B0 S b b aedEog vas R

Moo E- 4K 1 IKEAPNEOZT H M 2021
Silat : Segema
Hai . Pandapal alas Penghapusan Ularg

Yih  Bupatl Jereoonto
di Bordosurgoe

Snhubungan dengan susl Saudacs Momor SOONESTANEORT tanggal 21 Mel 2020 rad

Perghapusan LEssg dengan i kami semaakan babwa:

1. PSAP Ob Anuaansi Kewajban, paca paragrat 18 diyatakan bahwa “Kewapban diaos jka
bemar Kemunokinan bahms pengelusrs’ Sumser days ecororni akan dlalukan Lriok
meryelesa kan kevwaiBan vard sda SAMPAI 5350 pelasaran, dan parubahac atasg acwaiban
perpaou] Mmampunya: nla penyrlesaan yang dopat dukur dengan andal,

2 FEAP 10 dspjokan Akunlansi Pecubahan Hebipean Akantans, Kesashan, Farabahan
Estimasi Alurdasi, Den Qperasi Yang Dihentiesn (Hews 23205
& Faragraf 75 menyatakan babwa Fesalahan mungkin bl dalam pengakuan,

pengJsuran atau pengungkapan unsur-unso: lsootar ksuangane yang deebabkan
artara s kaners
i kelerfambatan bukth trarsaks;
1. kesakahan perhilungan mabersds,
i kesakran panarapan kebiskan akuntacs);
b kakairoan atau kesalahan imerpretas fakia; ssta
w. kecurangar
b Paragral 34 manyalaean babawa "Hesaghan atas prnoatatan kewajiban yang tenaai
peaia prncde-perinds sebaiumnya. apabia laporan kedangan pencoe terssbul sudah
ciolonsas unluk forbil, cilakosar Gengan pembetuksn pads akun kewajban yang
bersmngRutar can Sk ekl
Pencalalar akunlang alas e Vansaks) doasaran atas keberadaar suatu dokuamen
sumbar Ernilas ficak mengakul wowajban spaiia hosk lerdapal bukl alau dokumen yang
mercasan mbainys kewsioan eesebul LUnjuk pembelulan Sdun kewagphan dan akun
terkail dupat dikoesulisskan dengan Dineddoral Jendeoral Zina Keuangan  Caerah
Hemrenterizn Dalam Megen
Cemikar kami sampakan, alas pePE0annya giucsokan becemns kaai

Kelua Bomile Eerna,

Tambusan
1. Drsepr Jondersd Ferpandahanaan, Kemenlerar <euangan soiaku  Ketua  #orele

Konguhate, dan
2. Orskbor Jendersl Bina Keuangan Daarab. <emantenan Delam Mogen ssaku Yakl Kelua

Horrile Kansukaal



BUPATI JENEPONTO

JALAR LANTO Da, BASEWANG NG 34 BONTOSUNGGU TELE. 0419-2 1022 Kede fos 02311

Jenspomie, 13 Januan 2022

mepadn
Neenor ;T [ MR8 ) ZeeE ¥ieh,  setun Keanele Stnda
Lamp - Akuntans Pancontab |RSAT)
Perrhal @ Penghapusun Utang ih -

Tempurt

Schuburgean  denpan ssrat Fomite Stadar Akeztanst Pemenntaban Sa S-
AR VRSAPAVZ02 L waegpal 28 Me 2021 penhal pendapat atas penghapusan wtang yang
memyatitkan babwa wnted pesbetnlan obun kewapben dem akan terkant dapar dikonsuliasikan
dengan derelaomt Jendral Bing kevangan Daersh Remontnen dalum Megeni, maka Pemenintah
Foabapiten Jeneponio telab mefakokan Langsab-lanzhah schag berkut

I Berkeesultast demean direktorm Henn Rowmmpn Daersh dengan hasil melakekan
muilonng dan evalazsi dengan tim Kemendapn U Pagen Buag Keuimgzan Daerah besera

ARIP Provanes sebelum melakuian penshapeson vinng dirmaksad

2 Berkesultast dengan Inspekionl Provinsi dengan hasil bhabwa penghapusan arsng

Pemsnaiah Dacrah Kabupaten Jeneponto depat dilaknkas apabala syar-syaran hontena

vang telah destur dslmn Setentumn peramdang-undangn.

Terkan Langhah-langiah vanp didakokan torsebue poda pemantauan tisdok lanju Has:
Pemeriksaan PR semester hadop thun 2021 BPR mengmggap belem sesuas Rekomendasi
karema belum ada bukti saraz dar R5AP vang menvalsha telab selesses Oleh Karena i ko
mmtn Solusi mas permasziahnn mang Pemenntah Kabuopaten Jgoepaio ersebut. Selugeas badan
pernmndingan Kasus kami lampirkan surat dan KSAF gada Rabopaten NIAS

Dhemmibaan disnpaikan dan aas kerjasnnma vang bisk, Kamg vcaphan weomi kasih.

{Iilll'ﬁ'l'l JENEPONTO 9 \

}Bn. T IRSAN ISKANDAR. Y&

Temehirsay .

Sdenteri Daln Megen Bann Keuargan [xaernh
Menteri Reuangan R

Repaks Perwakilan BPE-RI Perwakilan SUL-SEL
Eetun DPED kabmpaten Jeneponio

Inspektar Kabaepmen Jeneponio
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